BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan
manusia itu terlindung, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat
berlangsung secara normal, tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum dalam hal
ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan inilah hukum
menjadi kenyataan. Dalam hal penegakan hukum ada tiga hal yang harus
diperhatikan yaitu pertama, kepastian hukum (rechssicherheit) kedua kemanfaatan

(zweckmassigheir) dan ketiga keadilan (gerechtigheit).!

Hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara,
pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak
pidana. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis pidana yang dapat dijatuhkan dibedakan
menjadi 2 (dua), yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri
dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda, sedangkan pidana tambahan terdiri
dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan

pengumuman putusan hakim.

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau
terpidana yang menjalani pidana hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas), yang diatur dalam Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa

Pidana (Remisi) jo PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan

! Barda Nawawi Arief, 1986, Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang- undangan
dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Gramedia, hal. 35.



Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999 dan perubahan terbarunya

yakni dalam Pasal 34 PP No. 28 tahun 2006, menentukan:

1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.Remisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana Anak Pidana
apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Berkelakuan baik; dan
b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme,
narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan
kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional
terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a. Berkelakuan baik; dan

b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Pemberian remisi adalah bagian dari masalah pidana yang merupakan
masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat
bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang
ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia
sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi.

Masalah pidana menjadi semakin urgent dibicarakan dan orang mulai melihat



pidana sebagai primadona dalam pembicaraan. Berdasarkan Pasal 3

Permenkumham no 3 tahun 2018, remisi dapat dibagi dalam 2 bagian yaitu :

a. Remisi umum adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan setiap
hari ulang tahun kemerdekaan RI kepada narapidana dan anak pidana yang
memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

b. Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan setiap hari besar
keagamaan (ldul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak) kepada narapidana dan anak
pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan

Perundang-undangan.

Yasonna Laoly, meluncurkan pidato untuk meninjau kondisi untuk
memberikan remisi dalam peraturan, karena bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Peraturan tersebut menetapkan.
bahwa setiap tahanan memiliki hak untuk remisi dan masa percobaan. Oleh karena
itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana untuk meninjau Peraturan
Pemerintah No. 99/2012 untuk memberikan remisi kepada tahanan yang korup.
Menurutnya, remisi adalah hak bagi semua tahanan?. Debat dalam studi pemberian
remisi untuk mengutuk korupsi adalah apakah kebijakan pemberian remisi untuk
mengutuk korupsi sesuai atau tidak dalam kerangka realisasi masyarakat sipil yang
berbasis di Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari

1945.

2 Anonim, “Pemberian Remisi”, melalui www.news.okezone.com, diakses Senin, 1 Agustus
2022 Pukul 17.40 wib.



Tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh koruptor ini
biasanya disebut dengan istilah korupsi. Korupsi adalah gejala para pejabat, badan-
badan negara menyalahgunakan wewenang dan melakukan penyuapan, pemalsuan
dan ketidakberesan lainnya.® Kejahatan korupsi merupakan sebuah kejahatan
dengan tingkatan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka penanganannya
harus dilakukan secara luar biasa. Sebuah tindak pidana korupsi biasanya dilakukan
oleh orang yang telah mempunyai kekuasaan dan jabatan tinggi, tetapi masih tidak
dapat mengontrol ego dari dalam dirinya yang disebabkan oleh keserakahan. Para
pelaku tindak pidana oleh Sutherland dikatakan sebagai kejahatan berkerah putih
atau yang lebih populernya disebut sebagai White Collar Crime.* Korupsi
merupakan sebuah kejahatan yang tidak hanya berorientasi merugikan keuangan
negara, tetapi berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan hak-hak eknomi

dari rakyat.®

Tolak ukur bahwasanya tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang
luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang
berdampak sangat luas (systematic dan widespread) yang tidak hanya merugikan
keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas
sehingga penindakannya perlu upaya comprehensive extra ordinary measures
sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang di bentuk oleh pemerintah

untuk menanggulanginya.

% Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

4 Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi, PT. Alumni, Bandung,
hal.96.

® Ibid, hal. 113.



Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dalam Pasal 34 Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa remisi
merupakan hak setiap narapidana. Walaupun ada beberapa persyaratan yang harus
dipenuhi untuk mendapatkan remisi, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995
tentang Pemasyarakatan pun menyatakan bahwa remisi merupakan sebuah hak.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejahat apapun perbuatan yang telah
dilakukan oleh terpidana, terpidana tersebut tetap dilekati dengan hak untuk
mendapatkan remisi. Dalam konteks ini, terpidana korupsi pun memiliki hak untuk
mendapatkan remisi. Dalam sistem kriminal yang diadopsi oleh Indonesia, tidak
ada perbedaan dalam nomenklatur antara mereka yang dihukum karena korupsi dan

pelanggaran pidana lainnya.

Pasal 1, angka 5, Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang koreksi
merujuk pada narapidana dalam istilah narapidana. Mereka yang dihukum karena
korupsi juga disebut sebagai tahanan. Dengan demikian, mereka yang dihukum
karena korupsi memiliki hak yang sama dengan tahanan lainnya. Oleh karena itu,
pemberian remisi kepada mereka yang dihukum korupsi adalah bentuk keadilan.
Ini karena pemberian remisi untuk mengutuk korupsi pada dasarnya memberikan
hak kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya. Paragraf 1 Pasal 27
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa
semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan

pemerintah harus menghormati hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.

Adapun yang menjadi hak-hak warga binaan atau narapidana termasuk juga

narapidana korupsi berdasarkan peraturan pemerintan Nomor 99 Tahun 2022



tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan Dalam
Pasal 34 A ayat (1) “Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena
melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika,
psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi
manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus

memenuhi persyaratan:

a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar
perkara tindak pidana yang dilakukannya.

b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan
pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana
korupsi.

c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS

dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi
Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis

bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan

tindak pidana terorisme.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 huruf i Undang-Undang No 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) bahwa salah

satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).



Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman
pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah

kepada para narapidana.

Untuk memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan,
yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan
adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga
kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga

Pemasyarakatan.

Disahkan nya Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Narapidana yang melakukan tindak pidana
korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan
uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Hak untuk mendapatkan remisi
harus diberikan tanpa terkecuali, yang artinya berlaku sama bagi semua warga
binaan untuk mendapatkan hak-nya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan
putusan pengadilan. Sehingga kurang efektif untuk menimbulkan efek jera kepada
narapidana korup, dan di nilai malah lebih mempermudah terhadap narapidana

korupsi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7
Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemeberian Remisi, Asimiliasi, Cuti
Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelan Bebas Dan Cuti

Bersyarat, yakni dalam Pasal 10:



a. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan
pengadilan.

b. Berkelakuan baik.

c. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

d. Narapidana korupsi menjadi justice collaborator (Pasal 10,
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, namun ketentuan ini di hapus

dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022).

Adapun contoh kasus korupsi yang narapidananya mendapatkan remisi,
dengan menjadi justice collaborator (pasal 10 Permenkumham no.3/2018) yakni
Nazaruddin yang menerima remisi sebanyak 49 bulan setelah menjadi justice
collaborator dalam kasus suap pembangunan wisma atlet.® Salah satu contoh
pemberian remisi berdasarkan pada pasal 10 Permenkumham no.7/2022 berprilaku
baik secara konsisten, taat, serta patuh menjalani ketentuan yang ada dalam
program pembinaan, yakni salah satunya Patrialis Akbar mantan hakim MK yang
merupakan narapidana kasus pengurusan izin impor daging sapi mendapat remisi 3

bulan dari Kemenkumham RI.’

Justice Collaborator dan Saksi Mahkota itu berbeda satu sama lain. Justice
Collaborator adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku
tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan

membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan

6 https://www.merdeka.com/peristiwa/dapat-remisi-49-bulan-nazaruddin-jadi-justice-
collaborator.html. (diakses pada 29 september 2022, pukul 21.51).

7 https://www.merdeka.com/peristiwa/deretan-narapidana-korupsi-dapat-kado-remisi-di-
hut-ri-ke-77.html. (diakses pada 29 september 2022, pukul 22.30).



keterangan sebagai saksi, Sedangkan Saksi Mahkota terjadi karena inisiatif
pemisahan perkara (splitsing) yang dilakukan penuntut umum terhadap beberapa
pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana, sehingga salah satu pelaku
dapat menjadi saksi bagi pelaku lainnya dalam pemeriksaan perkara yang berbeda

dan sebaliknya.

Syarat menjadi justice collaborator :

1. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan atau

terorganisir.

2. Memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap

suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir.

3. Bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya.

4. Kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana

yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis.

5. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan
secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerja sama atau
keluarganya. Apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang

sebenarnya.

Syarat untuk menjadi justice collaborator juga diatur dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, 9 (A) dan (B).

1. Justice Collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang mengakui

semua kejahatan yang dilakukannya. Tapi bukan pelaku utama dalam kejahatan
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tersebut serta bersedia memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses

peradilan.

2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan yang bersangkutan
telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Sehingga,
penyidik dan atau penuntut umum bisa mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang
memiliki peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset, hasil dari suatu

tindak pidana.

Tabel 1.1 Perbedaan Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi
(Permenkumham No0.3/2018) Dan Yang Baru (Permenkumham

No0.7/2022)
Permenkumham Nomor 3 Permenkumham Nomor 7
Tahun 2018 Tahun 2022
No. Pasal 10 Pasal 10

1 Narapidana yang melakukan | Narapidana yang melakukan
tindak pidana korupsi untuk | tindak pidana korupsi untuk
mendapatkan Remisi, selain | mendapatkan Remisi, selain
harus memenuhi persyaratan | harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam | sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 juga harus memenuhi | Pasal 5 juga harus telah
Syarat: membayar lunas denda dan
a. bersedia bekerja sama | uang pengganti sesuai dengan
dengan penegak hukum untuk | putusan pengadilan.

membantu membongkar
perkara tindak pidana yang
dilakukannya; dan

b. telah membayar lunas denda
dan uang pengganti sesuai
dengan putusan pengadilan.

2 Pasal 5 (1) Remisi dapat | Pasal 5 (1) Remisi dapat
diberikan  oleh  Menteri | diberikan oleh Menteri kepada
kepada Narapidana yang telah | Narapidana yang telah
memenuhi syarat: memenuhi syarat:

a. berkelakuan baik; dan a. berkelakuan baik; dan

b. telah menjalani masa pidana
lebih dari 6 (enam) bulan.
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b. telah menjalani masa
pidana lebih dari 6 (enam)
bulan.

Sumber : Permenkumham no.3/2018 dan Permenkumham no.7/2022.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melalukan penelitian, dengan disahkan nya Peraturan Mentri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Narapidana yang
melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga harus telah
membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Hak
untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali, yang artinya berlaku
sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan hak-nya secara sama, kecuali
dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga kurang efektif untuk
menimbulkan efek jera kepada narapidana korup, dan di nilai malah lebih
mempermudah terhadap narapidana korup tersebut. Dalam hal ini penulis ingin
melakukan penelitian dengan judul: “STUDI PERBANDINGAN TERHADAP
PERTIMBANGAN PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA TINDAK
PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERMENKUMHAM NO.3/2018

DENGAN PERMENKUMHAM NO.7/2022”



12

1.2 Rumusan Masalah

1.3.

1.4.

Berdasarkan uraian di atas adapun rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada
Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau pasca penghapusan Justice Collaborator

pada Pasal 10 Permenkumham No.7/2022 ?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan memahami Perbandingan Terhadap Pertimbangan Pemberian
Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Permenkumham

No0.3/2018 Dengan Permenkumham No.7/2022 pada pasal 10.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan
pengembangan ilmu pengetahuan, terkhususnya dalam bidang hukum pidana, yakni
wawasan berfikir bagi para pembaca pada umumnya dan penulis terkhususnya,
sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai analisis pemberian

remisi bagi narapidana korupsi.
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1.4.2. Manfaat Praktis

a. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan dan sumber ilmu
bagi perpustakaan Universitas Maritim Raja Ali Haji dan menjadi bahan

refrensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum.



